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BUPATI PURWOREJO
PROVINS! JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURWORE.IO
NoMoR 26 rnnuwzoz+

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PURWORE-IO
NOMOR T39 TAHUN 2O2l TENTANG RENCANA STRATEGIS

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PURWORE.IO
TAHUN 202r-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWORF^IO,

Menimbang a bahwa untuk memberikan pedoman dan dasar
hukum bagi Sekretariat Daerah Kabupaten
Purworejo dalam merencanakan pembangunan
Kabupaten Purworejo dan menyusun Rencana
Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo
Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026, telah
ditetapkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 139
Tahun 202 1 tentang Rencala Strategis Sekretariat
Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 202l-2026
sebagaimana telah diubah beberapa kali, teralhir
dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 72
Tahun 2023;

b. bahwa sejalan dengan perkembangan keadaan
dan perubahan peraturan perundang-undangan,
khususnya dengan ditetapkannya Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317
Talrun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889-2021
Tahun 2O21 tentang Hasil Verifrkasi, Validasi dan
Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati
sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah
tidak sesuai la#, sehingga perlu diubah;
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c bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 359
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2Ol7 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panj ang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembalgunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kery'a
Pemerintah Daerah, pembahan rencana strategis
perangkat daerah ditetapkan dengal peraturan
kepala daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati
Purworejo Nomor 139 Tahun 2021 tentang
Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten
Purworejo Tahun 2O2l -2026;

l. Pasal l8 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 terrtang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2Ol7 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembalgunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangr-rnal Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 20 17 Nomor 13 12);

Mengingat
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5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2Ol9 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3
Tahun 2OI2 tentang Sistem Perencanaal
Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Purworejo Tahun 2O12 Nomor 3);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 11 Tahun
2O2l tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun
2O2l - 2026. (l,embaran Daerah Kabupaten
Purworejo Tahun 2021 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA
ATAS PERATURAN BUPATI PURWORE.]O NOMOR
139 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PURWORLIO
TAHUN 202t-2026.

Pasal I

Ketentuan angka 2.1, gambar 2.1 BAB II, Tabel 4. 1 BAB IV, angka 6.2
BAB VI, dan tabel 7.1 BAB VII dalam l,ampiran Peraturan Bupati
Purworejo Nomor 139 Tahun 2O2l tenlang Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 202l-2026 (Berita
Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 139 Seri E Nomor
69) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 72 Tahun 2023 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 139

tahun 2021 tentang Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten
Purworejo Tahun 202l-2026 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo
Tahun 2023 Nomor 72 Seri E Nomor 58), diubah sehingga menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanegal diundangkan

Agar setiap orzrng mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworej o
pada tanggal I Jutt 2124

dBUPATI
OREJO'f

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal

(Pr SEKRRTARIS DAERAH KAE}UPATEN PURWORB]O,

I

I R. ACHMAD KURNIAWAN KADIR

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWORE.'O
TAHUN NOMOR SERI NOMOR

*
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I..AMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWORETO
NOMOR 2E TAHUN2024
TENTANG
PERUBA}IAN KETIGA ATAS
PERATURAN BUPATI PURWORE'O
NOMOR 139 TAHUN 2021 TENTANG
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN PURWORE]O
TAHUN 2021-2026

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

1 T\rgas Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo

Berdasarkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 141

Tahun 2022 ter.tal:g Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas

dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten

Purworejo, dapat diuraikan bahwa Sekretariat Daerah

Kabupaten Purworejo bertugas membantu Bupati dalam

menJrusun kebij akan dal pengoordinasian administratif

terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta

pelayanan administratif.

2 Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo

Dalam melaksalakan tugas tersebut, Sekretariat Daerah

Kabupaten Purworejo menyelenggarakan fungsi:

a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;

b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;

c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan

Daerah;

d. pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada

Pemerintah Daerah; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

terkait dengan tugas dan fungsi.
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2.r.3 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten

Purworejo terdiri atas:

a. Sekretaris Daerah, mempunyai tugas memimpin

pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah;

b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat,

mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam

mengoordinasikan pen5rusunan kebijakan daerah,

mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah,

memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan

daerah, melaksanakan pelayanan administratif di bidang

pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.

Untuk melaksanakan tugas Asisten Pemerintahan

dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:

l) pengoordinasian pen5rusunan kebijakan daerah di

bidang pemerintahan, kesejahteraan ralryat dan

hukum;

2) pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat

Daerah di bidang pemerintahan, kesejahteraan

rakyat dan hukum;

3) pemantauan dan eva-luasi pelaksanaan kebijakan

daerah di bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat

dan hukum;

4) pelaksanaan pelayanan administratif di bidang

pemerintahan, kesejahteraal rakyat, dan hukum;

dan

5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh

Sekretaris Daerah terkait dengan tugas dan fungsi.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

membawahkan:

a) BagianPemerintahan;

Bagran Pemerintahan bertugas menyiapkan

perumusan kebijakan daerah, mengoordinasikan

pelaksanaal tugas Perangkat Daerah, memantau dan
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mengevaluasi kebijakan daerah, melaksanakan

pembinaan administrasi di bidang admnistrasi tata

pemerintahan dan fasilitasi kerjasama daerah.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian

Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

1) penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di

bidang administrasi tata pemerintahan dan

fasilitasi kerjasama daerah;

2) penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan

tugas Perangkat Daerah di bidang administrasi

tata pemerintahan dal fasilitasi kerjasama

daerah;

3) penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi

pelaksanaan kebijakan daerah di bidang

pemerintahan dan fasilitasi kerjasama daerah;

4) penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan

administrasi di bidang pemerintahan dan fasilitasi

kerjasama daerah; dan

5) pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

terkait dengan tugas dan fungsi.

Susunan organisasi Bagian Pemerintahan

terdiri atas Kepala Bagian, Pejabat Fungsional, dan

Pelaksana.

b) Bagian Kesejalrteraan Rakyat

Bagian Kesejahteraan Rakyat bertugas

menyiapkan perumusan kebijakan daerah,

mengoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat

Daerah, memantau dan mengevaluasi kebijakan

daerah di bidang kesejahteraan ralryat.

Dalam melaksanakan tugas, Bagiaa

Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi:

1) penyiapan ballan pengoordinasian perumusan

kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat;
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2) penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan

tugas Perangkat Daerah di bidang kesejahteraan

ralcyat;

3) penyiapan bahan pemantauan dan eva-luasi

pelaksanaan kebijakan daerah di bidang

kesejahteraan ralryat;

4) penyiapan bahan pelaksanaan pembinaaa

administrasi di bidang kesejahteraan rakyat; dan

5) pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

terkait dengan tugas dan fungsi.

Susunan organisasi Bagian Kesejahteraan

Ralcyat terdiri atas Kepala Bagran, Pejabat

Fungsional, dan Pelaksana.

c) Begian Hukum

Bagran Hukum bertugas melaksanakan

penyiapan perumusan kebijakan daerah,

mengoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat

daerah, memantau dan mengevaluasi kebijakan

daerah, melaksanakan pembinaan administrasi di

bidang fasilitasi dan koordinasi hukum.

Dalam melaksanalal tugas, Bagian Hukum

menyelenggarakan fungsi:

1) penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di

bidang fasilitasi dan koordinasi hukum;

2) penyiapal bahan pengoordinasian pelaksanaan

tugas Perangkat Daerah di bidang fasilitasi dan

koordinasi hukum;

3) penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi

pelaksanaan kebijakan daerah di bidang fasilitasi

dan koordinasi hukum;

4) penyiapan bahan pelaksanaaa pembinaan

administrasi di bidang fasilitasi dan koordinasi

hukum; darr
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5) pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Ralqrat

terkait dengan tugas dan fungsi.

Susunan organisasi Bagian Hukum terdiri atas

Kepala Bagran, Pejabat Fungsional, dan Pelaksana.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan, mempunyai

tugas membantu Sekretaris Daerah dalam

mengoordinasikan penJrusunan kebijakan daerah,

mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah,

memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan

daerah, melaksanakan pelayalan administratif di bidang

perekonomian dan pembangunan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud diatas, Asisten Perekonomian dan

Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

1) pengoordinasian pen]'usunan kebijakan daerah di

bidang perekonomian dan sumber daya alam,

administrasi pembangunan, serta pengadaan

barang/ jasa;

2) pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat

Daerah di bidang perekonomian dan sumber daya

alam, administrasi pembangunErn, serta pengadaan

barang/ jasa;

3) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan

daerah di bidang perekonomian dan sumber daya

alam, administrasi pembangunan, serta pengadaan

barungl jasa; dan

4) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh

Sekretaris Daerah terkait dengan tugas dan fungsi.

Asisten Perekonomian dan Pembangunaa

membawahkan dan mengoordinasikan:

a) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Bagran Perekonomian dan Sumber Daya Alam

bertugas menyiapkan perumusan kebijalan daerah,
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mengoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat

Daerah, memartau dal mengevaluasi kebijakan

daerah di bidang perekonomian dan sumber daya

alam.

Dalam melaksanakan tugas, Bagran

Perekonomian dan Sumber Daya Alam

menyelenggarakan fungsi :

1) penyiapan balran perumusan kebijakan daerah di

bidang pelaksanaan kebijakan perekonomian dan

pemantauan kebijakan sumber daya alam;

2) penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan

tugas Perangkat Daerah di bidang pelaksanaan

kebijakan perekonomian dan pemantauan

kebijakan sumber daya alam;

3) penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi

kebijakan daerah di bidang pelaksanaan

kebijakan perekonomian dan pemantauan

kebijakan sumber daya alam; dan

4) pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh

Asisten Perekonomian dan Pembangunan terkait

dengan tugas dan fungsi.

Susunan organisasi Bagian Perekonomian dan

Sumber Daya Alam terdiri atas Kepala Bagian,

Pejabat Fungsional, dan Pelaksana.

b) Bagian Administrasi Pembangunan

Bagian Administrasi Pembangunan bertugas

melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan

daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas

Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi

pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelaksanaan

administrasi pembangunan.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian

Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi:
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1) penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di
bidang pelaksanaan administrasi pembangunan;

2) penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan

tugas Perangkat Daerah di bidang pelaksanaan

administrasi pembangunan ;

3) penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi

pelaksanaan kebijakan daerah di bidang

pelaksanaan administrasi pembangunan;

4) penyrapan bahan pelaksanaan pembinaan

administrasi di bidang pelaksanaan administrasi

pembangunan; dan

5) pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh

Asisten Perekonomian dan Pembangunan terkait

dengan tugas dan fungsi.

Susunan organisasi Bagian Administrasi

Pembangunan terdiri atas Kepala Bagian, Pejabat

Fungsional, dan Pelaksana.

c) Bagran Pengadaan Barang/ Jasa

Bagran Pengadaan Barang/ Jasa, bertugas

melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan

daerah, mengoordinasikan pelaksanaan tugas

Perangkat Daerah, memantau dan mengevaluasi

kebijakan daerah dan melaksanakan pembinaan

administrasi di bidang pengadaan barang/ jasa serta

mengelola Unit Kerja Pengadaal Baralg/ Jasa.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Pengadaan

Barangl jasa menyelenggarakan fungsi:

l) penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di

bidang pengelolaan pengadaan barang/ jasa;

2) penyiapan bahan pengoordinasiaa pelaksanaan

tugas Perangkat Daerah di bidang pengelolaan

pengadaan barang/ jasa;
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3) penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang

pengelolaan pengadaan barang/ jasa;

4) pengelolaan Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa;

dan

5) pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh

Asisten Perekonomian dan Pembangunan terkait

dengan tugas dan fungsi.

Susunan organisasi Bagian Pengadaan

Barangl Jasa terdiri atas Kepala Bagian, Pejabat

Fungsional, dan Pelaksana.

Asisten Administrasi Umum, bertugas membantu

Sekretaris Daera-h dalam mengoordinasikan penJrusunan

kebijakan daerah, mengoordinasikan pelaksanaan tugas

Perangkat Daerah, memantau dan mengevaluasi

pelaksanaan kebijakan Daerah, melaksanakan

pelayanan administratif di bidang administrasi umum.

Dalam melaksanakan tugas, Asisten Administrasi

Umum menyelenggarakan fu ngsi:

1) pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah

bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi

pimpinan;

2) pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat

Daerah di bidang umum, organisasi, protokol dan

komunikasi pimpinan;

3) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan

daerah di bidang umum, organisasi, protokol dan

komunikasi pimpinan;

4) pelaksanaan pelayanan administratif di bidang

umum, organisasi, protokol dal komunikasi

pimpinan;

5) pelaksanaan pembinaan administrasi dan ASN pada

perangkat daerah; dan
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6) pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris

Daera-h terkait tugas darr fungsi.

Asisten Administrasi Umum membawahkan dan

mengoordinasikan:

a) Bagian Umum

Bagian Umum bertugas menyiapkan

pelaksanaan kebijakan dan pemantauan dan evaluasi

di bidang perencanazur, keuangan, tata usaha, rumah

tangga dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Umum

menyelen ggarakan fu ngsi :

1) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di

bidang tata usaha, rumah tangga, kepegawaian,

keuangan, dan perencanaal;

2) penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan

eva-luasi di bidang tata usaha, rumah tangga,

kepegawaian, keuangan, dan perencanaarr; dan

3) pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh

Asisten Administrasi Umum terkait dengan tugas

dan fungsi.

Bagian Umum membawahkan:

1) Subbagian Perencanaan, bertugas menyiapkan

bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan

teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi

di bidang perencanazrn, yang meliputi:

a) menyelenggarakan perenc€rnaan,

penganggaran, dan evaluasi kinerja;

b) menyrsun perjanjian kinerja; dan

c) melaksanakan tugas kedinasan lain yang

diberikan oleh Kepala Bagian Umum yang

berkaitan dengan tugas jabatannya.

2) Subbagian Keuangan, bertugas menyiapkan

bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
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teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi

di bidang keuangan, yang meliputi:

a) menyelenggarakan administrasi keuangan;

b) menyelenggarakan administrasi keuangan dan

operasional Bupati dan Wakil Bupati;

c) merencanakan kegiatan pengelolaan

anggaran, keuangan, dan

pertanggun gj awaban anggaran;

d) menyusun dan melaksanakan kebijakan

anggaran, perbendaharaan dan

pertanggungiawaban;

e) melaksanakan teknis pengelolaan

administrasi keuangan, perbendaharan,

anggaran dan pertanggungjawaban;

f) melaksanakan tugas penatausahaan

keuangan;

d melaksanakan pengelolaan perbendaharaan,

alggaran dan pertanggungj awaban;

h) melaksanakan pembinaan dan fasilitasi

perbendaharaan, anggaran dan

pertanggungiawaban;

i) melaksanakan sistem pengendalian intern;

j) melakukar evaluasi dan pelaporan fungsi

perbendaharaan, urnggaran dan

pertanggungj awaban ; dan

k) melaksanakan tugas kedinasan lain yang

diberikan oleh Kepala Bagian Umum yang

berkaitan dengan tugas jabatannya.

3) Subbagian Tata Usaha, Rumah Tangga, dan

Kepegawaian, bertugas melakukan penyiapan

ballan perumusan dan pelaksanaan kebijakan

teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi

di bidang Tata Usaha, Rumah Tangga dan

Kepegawaian, yang meliputi:
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a) menyelenggarakan administrasi barang milik
daerah;

b) menyelenggarakan administrasi kepegawaian;

c) menyelenggarakan administrasi umum;

d) menyelenggarakan pengadaan barang milik

daerah;

e) menyediakan jasa penunjang urusan

pemerintah derah;

fl menyelenggarakan pemeliharaan barang milik

daerah penunjang urusan pemerintah derah;

g) melaksanakan urusan rumah tangga Bupati

dan Wakil Bupati serta Sekretariat daerah;

h) melaksanakan penyediaan akomodasi,

jamuan, makanan dan minuman untuk

kegiatan Pemerintah Daerah, Tamu

Pemerintah Daerah dan rapat;

i) melaksanakan kebijakan pengarnanan,

pemeliharaan sarzrna dan prasarana serta

menjaga kebersihan kantor di lingkup

Sekretariat daerah;

j) melaksanakan kebijakan pengadaan

perlengkapan Bupati dan Wakil Bupati serta

Sekretariat daerah;

k) melaksanakan kebijakan pengelolaan,

penggunaan, pengendalian dan pemeliharaan

kendaraan dinas Bupati dan Wakil Bupati

serta Sekretariat daerah serta kendaraan

dinas operasional dan sewa kendaraan;

1) melaksanakan pemeliharaan sararla dan

prasarana, menjaga kebersihan dan

pemeliharaan Rumah Dinas Bupati dan Wakil

Bupati serta Sekretariat daerah;

m) melaksanakan penyiapan sarana dan

prasarana untuk mendukung kegiatan Bupati

*



dan Wakil Bupati serta Sekretariat daerah;

dan

n) melaksanakan tugas kedinasan lain yang

diberikan oleh Kepala Bagian Umum yang

berkaitan dengan tugas jabatannya.

b) Bagian Organisasi

Bagian Organisasi bertugas menyiapkan

perumusan kebijakan daerah, mengoordinasikan

pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, memantau dan

mengevaluasi kebijakan daerah di bidang penataan

organisasi.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Organisasi

menyelenggarakan fungsi:

1) penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah

di bidang penataan organisasi;

2) penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan

tugas Perangkat Daerah di bidang penataan

organisasi;

3) penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi

pelaksanaan kebijakan daerah di bidang

penataan organisasi; dan

4) pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh

Asisten Administrasi Umum terkait dengan

tugas dan fungsi.

Susunan organisasi Bagian Organisasi terdiri

atas Kepala Bagian, Pejabat Fungsional, dan

Pelaksana.

c) Bagran Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

bertugas menyiapkan pelaksanaan kebijakan,

mengoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat

Daerah, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan

kebijakan daerah di bidang protokol dan komunikasi

pimpinan.

t



Dalam melaksanakan tugas, Bagial Protokol

dan Komunikasi Pimpinan menyelenggarakan fungsi:

1) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di

bidang protokol, komunikasi dan dokumentasi;

2) penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan

tugas Perangkat Daerah di bidang protokol,

komunikasi dan dokumentasi;

3) penyiapan bahan pemantauan darr evaluasi

pelaksanaan kebijakan daerah terkait protokol,

komunikasi dan dokumentasi; dan

4) pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh

Asisten Administrasi Umum yang berkaitan

dengan tugas dan fungsi.

Susunan Organisasi B2gran Protokol dan

Komunikasi Pimpinan terdiri dari:

1) Subbagian Protokol, bertugas menyiapkan bahan

perumus.rn dan melaksanakan kebijakan teknis

serta melakukan pembinaan bidang protokol,

yang meliputi:

a) memfasilitasi keprotokolan;

b) melaksanakan tata protokoler dalam rangka

penyambutal tamu pemerintah daerah;

c) menyiapkan bahan koordinasi dan/atau

fasilitasi keprotokolan;

d) menyiapkan bahan informasi acara dan

jadwal kegiatan Bupati dan Wakil Bupati;

e) menginformasikan jadwal dan kegiatan

Pemerintah Daerah;

f) melaksanakan koordinasi dan fasilitasi

kegiatan Bupati dan Wakil Bupati; dan

I melaksanakan tugas kedinasan lain yang

diberikan oleh Kepala Bagian Protokol dan

Komunikasi Pimpinan yang berkaitan dengan

tugas jabatannya.

t



e. Jabatan Fungsional

Pej abat fungsional berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat

Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau

Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan

pelaksanaan tugas Jabatan fungsional.

Berdasarkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 141

Tahun 2022 terrtang Kedudukan, Susunan Organisasi, T\rgas

dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten

Purworejo, Bagan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo dapat dilihat pada

Gambar 2.1

Gambar 2.1

Bagal Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo
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BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi,

yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan

sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang

direncanakan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur

yaitu sesuatu yang dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh

instansi pemerintah dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah

target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran

yang diharapkan dari satu kegiatan. Rumusan tujuart dan sasaran

merupakan dasar dalam menJrusun pilihan-pilihan strategi

pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Visi dan misi pembangunan Kabupaten Purworejo tahun 2021

- 2026 dirinci secara operasional kedalam tujuan dan sasaran

pembangunan supaya lebih terarah dalam implementasinya.

Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo mendukung misi

pembangunan yang keempat yaitu "Meningkatkan daya saing

kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang

batk (good goDernancel". Misi tersebut memiliki tujuan untuk
mewujudkan Tata Kelola Kelembagaan Berkelas Dtnia yang diukur

keberhasilannya melalui indikator Indeks Reformasi Birokrasi (IRB).

T\rjuan ini didukung dengan 3 (tiga) sasaran yaitu: l) Terutujudnga

Birokrasi Aang Bersih dan Alotntabel yal:^g diukur melalui indikator

nilai Maturitas SPIP, Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan

nilai SAKIP; 2l Tenaujudnga Birokrasi yang Kapabel yang diukur
melalui indikator Indeks Profesionalitas ASN; serta 3) Terutujudnga

Pelaganan Publik gan4 Prima yang diukur melalui indikator Indeks

Pelayanan Publik (IPP) dan Indeks Inovasi Daerah (IID).

Berpedoman pada sasaran ketiga yaitu Terutujudnya

Pelaganan Publik gang Prima yang diukur melalui indikator Indeks

Pelayanan Publik (IPP), Sekretariat Daerah menetapkan tujuan dan

sasaran jangka menengah Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo

sebagaimana tercantum dalam tabel 4.1 sebagai berikut:

ft



Tabel 4.I (T-C.25)

Tujuan dal Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No Tujuan Perangkat
Daerah

Sasaran
Perangkat

Daerah

Indikator
Tujuan/
Sasaran

Target Kine{a T\rjuan/ Sasaran
Perangkat Daerah

2022 2023 2024 2025 2026
1 2 4 5 6 7 8 9
1 Peningkatan

Kualitas
Pelayanan Publik

Indeks
Pelayanan
Publik

4,15 4,20 4,25 4,30 4,35

Meningkatnya
Kualitas
Pelayanan
Publik

Indeks
Kepuasan
Masyarakat
Perangkat
Daerah

83,00 84,00 85,00 86,00 87,00

2 Mewujudkan
Penyelenggaraan
Pemerintahal
yang Baik

Nilai SAKIP 64,OO

Meningkatnya
Kapasitas
Kelembagaan
dan Aparatur
Pemerintahan

Indeks
Relormasi
Birokrasi
(IRB)

70,oo

fr



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGTATAN SERTA PENDANAAN

6.2 Kegiatan
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BAB VII

KINERJA PEI{YELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja adalah ukuran atas keberhasilan yang dicapai

pada setiap unit ke{a sesuai dengan bidang kewenangan yang

diselenggarakan oleh masing-masing satuan kerja perangkat daerah.

Indikator kine{a dapat dalam bentuk kuantitatif maupun kualitatif

yang menggambarkan tingkat capaian suatu fujuan atau sasaran yang

telah ditetapkan oleh organisasi. Untuk itu indikator kine{a hanrs

menrpakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan

sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kine{a mulai dari

tahap perencanaan, iahap pelaksanaan, maupun tahap setelah

selesainya kegiatan. Bertujuan untuk melakukan evaluasi apakah

kegiatan bersangkutan memberikan manfaat terhadap pencapaian

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan organisasi.

Perlu dicantumkannya indikator kinerl'a SKPD mengacu pada

Tujuan dan Sasaran RPJMD, pada dasarnya bertujuan untuk

menyelaraskan dan memastikan agar setiap tujuan, sasaran, indikator

dan target kinerja yang tertuang dalam RPJMD ditindaldanjuti atau

dikawal didalam tiap-tiap Renstra SKPD sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya, sehingga terwujud keselarasan antara dokumen RPJMD

dengan Renstra SKPD.

Indikator Kinerja SKPD mengacu pada Tujuan dan Sasaran

RPJMD, merupakan hal yang perlu diprioritaskan oleh setiap SKPD

mengingat hal tersebut yang terkait langsung dengan pencapaian

Tfrjuan dan Sasaran Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah yang telah

dituangkan dalam RPJMD.

Indikator kine{a Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo yang

mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Purworejo

Tahun 2021 - 2026 adalah sebagaimana Tabel 7. 1 (T-C.28)

It



No
Indikator Kinerja
Perangkat Daerah

Kondisi
Pada Awal

Periode
RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi

Kerja Pada
Akhir

Periode
RPJMD2020 202t 2022 2023 2024 2Q25 2026

1 2 J 4 5 6 7 I 9 10

Indikator Tltjuan

1 Indeks Pelayaran Publik 4,09 3,86 4,15 4,20 4,25 4,30 4,35 4,35

2 Nilai SAKIP 61,30 62,29 64,00

Indikator Sasaian

1 Indeks Kepuasan

Masyarakat Perangkat

Daerah

8I,96 40,78 83,0O 44,00 85,00 86,00 a7,oo 87,00

2 lndeks Reformasi

Bifolfasi
63,74 65,33 70,00

Indikator Protram

Pemerintahan dan

Kesejahteraan Rakyat

1 Persentas€ Kegiata!

Pemerintahan dan

Kesejahteraan Rakyat

100% 100% roo.k 1000/. 100% 100"/. 100% 1000/0

Indikator Program

Perekonomian dan

Pembangunan

1 Persentase Kegiatan

Perekonomian dan

Pembangunan

t 000/" 100% 100% 'loov" 100% 100% 1000/0 100%

Indikator Program

Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

Kabupaten/ Kota

1 Persentas€ Pelaksanaan

Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

Kabupaten

too% 1000/" 1000/o 1000/0 too% 100% 1000/" 1000/0

Tabel 7.1 (T-C.28)

Indikator Kinerl'a Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan

Sasaran RPJMD

(tsUPATI PURWORE"IOd
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